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I. UMUM

Dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah telah
menyelenggarakan pemberian kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil
melalui sistem asuransi. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan
Pegawai Negeri Sipil dimaksud, Pemerintah turut menanggung
pembiayaan dalam penyelenggaraan tersebut. Oleh karena biaya
penyelenggaraan kesejahteraan sosial Pegawai Negeri Sipil dengan
menggunakan sistem asuransi juga berasal dari iuran Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan, perlu kiranya memperjelas status
kepemilikan iuran dimaksud. Selain itu, dalam rangka
mengoptimalkan pengelolaan iuran Asuransi Sosial dimaksud, perlu
memberikan fleksibilitas kepada Pemerintah melalui Menteri dalam
mengembangkan akumulasi iuran Asuransi Sosial tersebut,
mengingat keterbatasan kemampuan keuangan negara dalam
menanggung pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Pegawai Negeri Sipil. Akumulasi iuran kesejahteraan sosial Pegawai
Negeri Sipil tersebut dikelola dan dikembangkan secara optimal

www.djpp.kemenkumham.go.id



No. 5407 2

dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-
hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

Untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi pemungutan dan
penyetoran iuran Asuransi Sosial baik yang berasal dari Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan
pemungutan dan penyetoran iuran ke Kas Negara maupun badan
penyelenggara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu
untuk melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi
Sosial Pegawai Negeri Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6A

Cukup jelas.

Pasal 6B

Cukup jelas.

Pasal 6C

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “likuiditas” adalah
kemampuan keuangan badan penyelenggara dalam
memenuhi kewajibannya jangka pendek.

Yang dimaksud dengan “solvabilitas” adalah
kemampuan keuangan badan penyelenggara dalam
memenuhi semua kewajiban jangka pendek dan
jangka panjang.

Yang dimaksud dengan “kehati-hatian” dalam
ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan dana
secara cermat, teliti, aman, dan tertib.
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemerintah dapat melakukan pembayaran manfaat
pensiun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dalam hal Pemerintah belum dapat
memberikan iuran Pensiun sebagai pemberi kerja.

Dengan pembayaran manfaat Pensiun tersebut,
Pemerintah tetap bertanggung jawab dalam
memenuhi manfaat Pensiun peserta.

Angka 4

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.
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